SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 7 TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ca.

BUPATI SRAGEN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf i
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem
keuangan menjadi undang-undang, dana desa dapat
digunakan wuntuk bantuan langsung tunai kepada
penduduk miskin di Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sragen
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian,
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten
Sragen Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana




telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks
Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 300);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor
11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1129);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau
Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 377);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020
tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk Mendukung
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866);



Menetapkan

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SRAGEN TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 7
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan
Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Sragen Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun
2020 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Sragen Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 Tahun 2020
tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa
setiap Desa Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 38) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17A ayat (8) dan ayat (9) diubah, sehingga
Pasal 17A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

(1) Bencana non-alam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (1) merupakan bencana yang terjadi
sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran
penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga
masyarakat secara luas atau skala besar, paling
sedikit berupa:

a. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
b. pandemi flu burung;

c. wabah penyakit cholera; dan/atau

d. penyakit menular lainnya.

(2) Penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga
miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2a) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan
melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).



(3)

(5)

(6)

Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga
yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan,
belum terdata menerima program keluarga harapan,
bantuan pangan non tunai, dan kartu pra kerja, serta
yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit
menahun /kronis.

Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data
terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT-
Dana Desa.

Pendataan sasaran penerima BLT-Dana Desa
dilakukan oleh Relawan Desa lawan Covid-19 dengan
basis pendataan di RT.

Musyawarah Desa Khusus dilaksanakan dengan
agenda: validasi, finalisasi dan penetapan data KK
calon penerima BLT-Dana Desa.

Legalitas penetapan data KK penerima BLT-Dana
Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Dokumen penetapan data KK penerima BLT-Dana
Desa disahkan Camat dan dilaporkan kepada Bupati
dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja
per tanggal diterima.

Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana
Desa adalah sebagai berikut:

a. masa penyaluran BLT-Dana Desa 8 (delapan)
bulan;

b. besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar
Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per
keluarga untuk bulan pertama sampai dengan
bulan ketiga;

c. besaran BLT- Dana Desa per bulan sebesar
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per
keluarga untuk bulan keempat sampai dengan
bulan kedelapan;

d. BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
huruf ¢, dapat disalurkan sepanjang Dana Desa
Tahun Anggaran 2020 masih tersedia; dan

e. Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa
sebagaimana diatur dalam huruf ¢ mengikuti data
Keluarga Penerima Manfaat sebelumnya, kecuali
diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.

Laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 16-11-2020

Plt. BUPATI SRAGEN
WAKIL BUPATI,

ttd dan cap
DEDY ENDRIYATNO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 16-11-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n Sekretaris Daerah
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG:

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2020

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

DESA....iieeeeeeeeaen... KECAMATAN. .....oooeeiieieeeaenn. KABUPATEN SRAGEN
TANGGAL TANDA TANGAN/
NO NIK NAMA KEPALA KELUARGA | JUMLAH PENERIMAAN DENERIMAAN CAP JEMPOL
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
TELAH DIVERIFIKASI OLEH YANG MEMBAYAR
SEKRETARIS DESA, KASI/KAUR (PKA),
(et ) (e )
MENGETAHUI
KEPALA DESA,

Plt. BUPATI SRAGEN
WAKIL BUPATI,

ttd dan cap

DEDY ENDRIYATNO
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